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PENDAHULUAN

Selama rentang waktu abad ke-20, hukum keluarga di negara-negara muslim men-
galami perubahan secara signifikan. Berbagai upaya kodifikasi dan unifikasi terus dilakukan
secara bersusulan, seiring dengan kebutuhan situasi dan kondisi masing-masing negara.

Konsep klasik tentang bermazhab yang dipegang teguh selama ini, lambat laun, mengalami
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perubahan yang mendasar. Sudah tentu, upaya pembaruan tersebut tidak dilakukan secara
serempak. Ada negara yang paroh pertama abad ke-20 sudah membarui sistem hukum dan
perundangannya, termasuk hukum keluarga, namun ada pula yang baru melakukan pem-
baruan kira-kira sejak dekade 1970-an. Semuanya tergantung kepada kondisi sosial-politik

masing-masing negara.

Salah satu negara yang belum begitu lama melakukan upaya pembaruan adalah So-
malia, yang dimulai dengan diundangkannya The Family Code 1975. Sebelumnya, negara
yang letaknya paling timur dari Benua Afrika itu masih menerapkan hukum keluarga tradi-
sional seperti yang tercantum dalam buku-buku figh klasik, utamanya mazhab Syafi‘i.' Ma-
zhab SyafiT memang cukup dominan dalam kehidupan bermazhab masyarakat Somalia

yang hampir 100% muslim itu.

Namun, pembaruan yang dilakukan di Somalia, dalam pengamatan sementara
penyusun, sedikit lebih rumit dan unik dibandingkan dengan di negara-negara lain. Sedi-
kitnya, ada tiga faktor yang melatarbelakangi perbedaan itu. Pertama, upaya pembaruan dil-
akukan oleh penguasa negara yang justru menetapkan sosialisme sebagai ideologi negara
serta berkiblat kepada Uni Soviet untuk memperoleh, terutama, dukungan dan bantuan per-

senjataan. Kedua, penguasa menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter-militeristik.

Partai oposisi dilarang dan setiap orang yang mencoba mengritik kebijakan negara pasti
segera dimusnahkan. Telah banyak nyawa manusia yang menjadi korban sistem tangan besi
yang diterapkan oleh rezim ini.? Ketiga, formulasi the Family Code 1975, secara umum, telah
beranjak jauh meninggalkan aturan hukum dalam mazhab Syafi‘i yang dianut oleh mayori-
tas masyarakat Somalia. Malah, terutama dalam aturan tentang waris, ketentuan dalam al-
Qur’an juga telah ditinggalkan. Itulah sebabnya, sejak keberlakuannya, undang-undang ini

tidak begitu mendapat tempat di hati sebagian besar masyarakat Somalia.?

" Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD.,
1972), him. 4.

2 Hussein M. Adam, “Somalia”, dalam John L. Esposito (ed.), the Oxford Encyclopaedia of the
Modern Islamic World (Oxford dan New York: Oxford University Press, 1995), IV: 92.

3 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis,
I (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), him. 257.
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ISLAM DI SOMALIA

Di kalangan masyarakat Somalia, selain mazhab Syafii, hukum adat Afrika kuno juga
terhitung cukup kuat. Dalam beberapa persoalan tertentu, misalnya tentang warisan, ke-
banyakan masyarakat Somalia lebih suka menggunakan hukum adat ketimbang hukum Is-
lam. Hal ini, tentu saja, berbeda dengan kalangan tokoh agamanya yang begitu kuat men-
erapkan hukum Islam, utamanya mazhab Syafii. Pada kenyataannya, sistem hukum dan
perundangan di Somalia telah mengalami proses westernisasi oleh Inggris dan Italia, dua
negara Eropa yang sejak pengujung abad ke-19 menguasai Somalia. Inggris, misalnya, men-
erapkan beberapa undang-undang yang diberlakukannya di India, salah satu wilayah ko-
loninya. Meskipun begitu, hukum privat, baik dari Islam maupun adat lokal, sama-sama

tetap dipelihara keberlangsungannya.*

Secara umum, masyarakat Somalia sangat dipengaruhi oleh empat aliran tarekat, yaitu
Qadiriyyah, Ahmadiyyah, Shalihiyyah dan Rifa‘iyyah. Dalam perjuangan melawan penjajah,
misalnya, motor penggerak utamanya adalah para tokoh tarekat. Itulah sebabnya, para
tokoh tarekat menjadi figur-figur yang sangat dihormati, bahkan kadangkala agak dikultus-
kan, oleh masyarakat kebanyakan. Ketika muncul gerakan Revivalisme Islam Radikal (Rad-
ical Islamic Revivalism) yang mempunyai misi pemurnian Islam, yang tokoh pendirinya
adalah Sayyid Mohamed Abdille Hasan (m. 1921), salah seorang pemuka tarekat Shalihiy-

yah, maka sebagian besar masyarakat memberikan dukungan yang kuat.’

Fanatisme ketokohan tersebut, sedikit demi sedikit, mulai pupus, semenjak pada 1935,
dibentuk Somaliland National Society, dengan Hajji Farah Omar sebagai pelopornya. Ormas
ini memusatkan perhatian kepada pendidikan modern yang mengadopsi sistem pendidikan
yang berkembang di Barat. Sejak saat itu, bermunculan berbagai ormas, semisal Somali Of-
ficial’ Union (1937) dan Somali Youth League (1943), hingga Somalia meraih ke-
merdekaannya pada 1960.° Sejak saat itu, wacana identitas Islam dalam kehidupan politik,
lambat laun, mulai digeser oleh isu sosialisme yang, pada dekade 1960-an, gaungnya me-
mang bagitu kuat dalam wacana sosial-politik dunia Islam. Namun, bukan berarti masyara-

kat meninggalkan kehidupan agama. Keberagamaan tetap hidup dan kuat, dan ketentuan-

4bid., him. 253.

5 Adam, “Somalia”, him. 91.

8 ra M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam (Bagian Pertama), terj. Hendarto, | (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1999), him. 480.



Pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia

ketentuan hukum mazhab Syafi‘i tetap dijaga. Hanya saja, para tokoh agamanya lebih suka

terjun dalam aktivitas sosial-kemasyarakatan daripada berkecimpung dalam rimba politik.’

Wacana identitas politik Islam semakin memudar, manakala pada 1969, Mayor Jen-
dral Siyad Barre, Panglima Tertinggi Tentara dan Inspektur Polisi Somalia, melakukan coup
d’état dan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Shermarke. Dia memproklamirkan
komitmen Somalia terhadap sosialisme yang bersifat ilmiah (scientific socialism) dan berkib-
lat kepada kubu Uni Soviet yang tengah berperang dingin melawan Amerika Serikat.® Kala
itu, Uni Soviet memerlukan pangkalan angkatan laut dalam rangka memperluas
pengaruhnya di wilayah Laut Merah dan Samudera Hindia. Dengan segera, Siyad Barre
menawarkan Berbera sebagai lokasi pangkalan. Sebagai gantinya, Uni Soviet melatih dan
memperlengkapi tentara Somalia dalam rangka membebaskan Ogaden dari tangan Ethio-
pia. Ketika itu, Siyad Barre memang sangat berambisi untuk mewujudkan Negara Kesatuan
Somalia Raya, yaitu dengan mempersatukan Ogaden, Somalia Barat, Jibuti dan Kenya
Utara. Ambisi inilah nampaknya yang melatarbelakangi kebijakan politik Siyad Barre untuk
berkiblat kepada Uni Soviet.’

Meskipun pada 1979, Islam diakui sebagai agama resmi negara, namun saat itu juga,
Somalia diproklamirkan sebagai negara sosialis. Satu-satunya partai yang boleh berkem-
bang adalah partai sosialis yang bernama Somali Socialist Revolutionary Party. Sebagai
seorang sosialis, Siyad Barre berusaha menghapus atribut-atribut agama dari kehidupan so-
sial-politik masyarakat Somalia. Misalnya, dia mengganti tulisan Arab menjadi tulisan latin
serta membatasi aktivitas masjid-masjid hanya dalam ibadah ritual. Ketidaksukaan Siyad
Barre terhadap isu Islam dalam kehidupan sosial-politik menyulut api kebencian kalangan
tokoh agama terhadapnya. Mulai 1975 hingga 1990, ratusan tokoh agama menjadi korban
diktatorisme pemerintahan Siyad Barre. Pendek kata, masyarakat merasa lebih aman hidup
di bawah penjajahan Inggris dan Italia ketimbang pemerintahan diktator Siyad Barre.

Akhirnya, pada 1990, rezim ini tumbang oleh para oposannya.'

7 Adam, “Somalia”, him. 92.

8 Lapidus, Sejarah Sosial..., him. 483.

9 “Somalia Loses All in Search of Lost Parts”, Crescent International, edisi 16-31 Desember
1980.

10 1bid.
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SEPUTAR PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA
1. Proses Pembaharuan

Pasca revolusi partai sosialis pada 1969, pemerintah mulai mengadakan sebuah proyek
besar, yakni pembaruan sistem hukum dan perundangan yang, saat itu, masih
menggunakan sisa-sisa peninggalan Inggris dan Italia. Berbagai undang-undang diberla-
kukan, baik yang mengatur kehidupan politik, sosial ataupun ekonomi. Hanya saja, saat itu,

hukum keluarga masih belum dimasukkan dalam agenda pembaruan.'!

Sejak 1972, mulai muncul perdebatan mengenai perlu-tidaknya pembaruan hukum
keluarga. Pemerintah pun mulai memikirkan untuk mengadakan pembaruan, namun tetap
diselaraskan dengan arah kebijakan sosialistik yang dianutnya. Maka, dibentuklah sebuah
komisi yang bertugas merumuskan rancangan undang-undang hukum keluarga yang baru.
Yang paling berperan dalam proses perumusan tersebut, antara lain, adalah (1) Abdisalem
Syeikh Hussein, Sekretaris Negara Bidang Kehakiman dan Urusan Agama, (2) pemerintah
Somalia dan, tentu saja, (3) Presiden Siyad Barre sendiri. Keterlibatan pihak pemerintah
secara langsung dalam proses perumusan tersebut, rupa-rupanya, bertujuan untuk meman-
tau hasil rumusan rancangan undang-undangnya supaya tidak bertentangan dengan arah
kebijakan negara. Terbukti, setelah rancangan tersebut telah selesai dirumuskan,
pemerintah segera melakukan pengubahan poin-poin tertentu yang dirasa tidak men-
dukung ideologi dan kebijakan negara.'? Tidak bisa dilacak, sampai seberapa besar pengu-
bahan itu dilakukan. Namun, yang jelas, ketika pada 11 Januari 1975, undang-undang yang
diberi sebutan the Family Code 1975 tersebut diberlakukan, formulasinya sebenarnya, sedi-
kit-banyak, telah berubah dari rumusan pertamanya. Hanya saja, menurut penyusun, salah
satu perubahan yang bisa ditangkap dari sini adalah keberanjakannya yang jauh meninggal-

kan praktek hukum masyarakat Somalia yang, pada umumnya, menganut mazhab Syafi‘i.
2. Aspek-Aspek Pembaharuan

The Family Code 1975 terdiri dari 173 pasal yang terangkum dalam empat bab. Bab I

berisi ketentuan tentang pernikahan dan perceraian, bab II tentang anak dan nafkah, bab III

" Tahir Mahmood, Personal Law..., him. 254.
12 1bid.
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tentang perwalian dan perwakilan dan bab IV tentang wasiat dan waris. Isu utamanya ada-
lah persamaan derajat (equality) antara laki-laki dan perempuan. Dalam formulasi undang-
undang ini, ketentuan hukum mazhab Syafi‘, secara umum, tidak diterapkan. Seberapa jauh

keberanjakannya dari mazhab Syafi‘ bisa ditangkap dari paparan berikut ini.
a. Bidang Pernikahan

Dalam pasal 2, ditegaskan bahwa jika seseorang berjanji untuk menikahi pasangannya,
maka dia harus menepati janji itu. Jika tidak, maka dia harus membeberkan alasannya
kepada pasangannya. Jika sebelumnya dia telah memberi hadiah-hadiah tertentu, maka --
di saat janjinya tidak ditepatinya-- maka hadiah-hadiah itu tidak boleh dia tarik kembali."®
Tidak peduli, apakah yang berjanji adalah laki-laki ataukah sebaliknya. Memang, undang-
undang ini mulai merintis sebuah pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak
dan kewajiban yang sama dalam pernikahan. Hal ini semakin jelas, ketika pasal 3 mendefin-

isikan pernikahan sebagai:

... adalah sebuah perikatan antara laki-laki dan perempuan, di mana lewat perikatan
itu, mereka berdua akan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perikatan ini
didasarkan kepada sikap saling mengerti dan menghormati secara timbal-balik an-
tara keduanya. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang menjadi
tumpuan kehidupan sosial masyarakat. Namun, secara hukum, suami adalah kepala
keluarga.'*

Pasal ini, sudah barang tentu, lepas dari ketentuan mazhab Syafi, atau bahkan ma-
zhab-mazhab lain, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah transaksi untuk memiliki
(‘aqd al-tamlik). Artinya, suami memiliki hak untuk “mengambil manfaat” (intifa‘) dari,
dan “bersenang-senang” (istimta‘) dengan, kehormatan dan tubuh istrinya. Dengan kata
lain, obyek dari transaksi (ma‘qiid ‘alaih) tersebut adalah “daya guna” tubuh istri sebagai
tempat penyaluran hasrat seksual suami. Bahkan, dalam mazhab Hanafi, suami berhak me-
maksa istrinya melakukan hubungan seksual. Alasannya, transaksi pernikahan dipandang

melegalisasikan hak mutlak bagi suami untuk memiliki dan mempergunakan “hak” yang

3 1bid, him. 257.
4 Ibid.
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telah dimilikinya. Sementara, di pihak lain, istrinya, sebagai obyek transaksi, tidak punya
hak apa-apa untuk menolaknya."

Tentang batas minimal usia nikah, pasal 16 mengatur usia 18 tahun sebagai batas
minimal, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, khusus untuk perempuan, jika
belum menginjak usia 18 tahun, namun sudah melewati usia 16 tahun, dia boleh menikah,
asal berdasarkan persetujuan walinya. Namun, pembatasan seperti ini nampaknya tidak ter-
lalu mutlak. Buktinya, pada akhir pasal 16 tersebut, dinyatakan bahwa pengadilan bisa
melonggarkan aturan ini, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada.'® Secara garis
besar, ketentuan batas minimal usia nikah telah beranjak jauh meninggalkan pemikiran figh
klasik. Sebagaimana diketahui, dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hanbali, tidak ada
batas minimal usia nikah bagi perempuan. Dalam usia berapapun, meski belum akil-balig,
dia absah untuk dinikahkan. Acuannya adalah ‘Aisyah yang, ketika menikah dengan

Rasulullah SAW, masih berusia sembilan tahun.!”

Selanjutnya, dalam pasal 13, ditegaskan bahwa poligami tidak dilarang untuk dil-
akukan, asal diperkenankan oleh pengadilan setempat. Namun, seorang laki-laki diperke-
nankan melakukan poligami hanya dalam kondisi sebagai berikut: (1) Istrinya mengalami
kemandulan. Namun, syaratnya, hal itu harus didasarkan kepada bukti medis, dan sang
suami tidak mengetahuinya sebelumnya; (2) Istrinya mengidap penyakit kronis yang me-
nyebabkannya tidak mampu menjalani kewajibannya sebagai istri. Namun, lagi-lagi,
syaratnya, itu harus berdasarkan bukti dari dokter dan penyakitnya tidak mungkin bisa dis-
embuhkan; (3) Istrinya dihukum penjara selama lebih dari dua tahun; (4) Istrinya pergi dari
rumah tanpa izin dan alasan yang bisa diterima selama lebih dari satu tahun; (5) Keperluan
sosial tertentu, di mana perizinannya diberikan oleh sebuah lembaga resmi tertentu yang
dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan Urusan Agama.'® Adanya persyaratan seperti
ini mirip dengan yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Perkawinan 1974 di Indone-

sia.l?

5 ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Figh ‘ald al-Madzahib al-‘Arba‘ah, edisi baru, jilid IV, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘limiyyah, 1410 H./1990 M.), him. 7-9.

86 Mahmood, Personal Law..., him. 258.

7 al-Jaziri, al-Figh ‘ald al-Madzahib..., him. 32.

8 Tahir Mahmood, Personal Law..., him. 257-258.

19 Ipid., him. 210.
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Selain itu, dalam pasal 24, diatur bahwa mempelai laki-laki diharuskan membayar ma-
har yang jumlahnya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah. Namun, jumlah ma-
har tidak boleh melebihi SO Sh. 1000 atau yang biasa diberikan kepada perempuan biasanya

yang setaraf dengan mempelai istri.?’
b. Bidang Perceraian

Dalam pasal 36, dinyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan. Per-
tama-tama, pengadilan tetap berupaya mendamaikan kedua pasangan yang bersengketa.
Baru jika upaya rekonsiliasi gagal, maka perceraian dilakukan. Namun, dalam satu kali

proses persidangan, pengadilan hanya berwenang menjatuhkan perceraian satu kali.!

Tentang syarat-syarat diperkenankannya perceraian, pasal 43 (1) mengatur sebagai
berikut: (1) Berdasarkan bukti dari dokter, suami atau istri menderita penyakit kornis ter-
tentu yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan sebagaimana mesti-
nya; (2) Suami atau istri pergi entah kemana selama, sedikitnya, empat tahun; (3) Antara
keduanya, selalu terjadi percekcokan yang menyebabkan kebahagiaan kehidupan rumah
tangga menjadi sulit diwujudkan. Dalam kasus ini, perceraian baru bisa dijatuhkan, mana-
kala pengadilan gagal melakukan upaya rekonsiliasi; (4) Suami menderita impotensi atau

istri menderita kemandulan.?

Bukan hanya pihak suami saja yang berhak mengajukan gugatan perceraian. Pihak istri
pun juga memiliki hak yang sama, yaitu ketika, misalnya, suaminya menikah lagi tanpa
sepengetahuan dan seperizinannya. Namun, semua ini dengan syarat, keduanya tidak
mempunyai anak yang, jika terjadi perceraian, menjadi terlantar nasibnya. Hal ini diatur
dalam pasal 43 (2).%

Selanjutnya, pasal 15 menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi kem-
bali mantan istrinya yang telah dia ceraikan sebanyak tiga kali, kecuali jika mantan istrinya
itu telah menikah dengan laki-laki lain dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, telah

melakukan hubungan seksual, diceraikan dan telah selesai menjalani masa iddah-nya. Jika

20 1pid., 258.

21 Ibid., him. 2509.
22 Ibid.

23 Ibid., him. 260.
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laki-laki pertama tadi melanggar ketentuan ini, maka dia dikenakan hukuman penjara

selama enam bulan ditambah dengan denda sebesar SO Sh. 1000.%*
c. Bidang Nafkah

Menurut undang-undang ini, nafkah adalah kewajiban suami-istri secara bersama-
sama, bukan suami ataupun istri semata. Dalam pasal 29, dinyatakan bahwa suami-istri
sama-sama berkewajiban menanggung kehidupan finansial keluarga, tergantung kepada ke-
mampuan dan pendapatan masing-masing. Kalau salah satu tidak mampu mencari nafkah,
maka tanggung jawab nafkah dipikul oleh pasangannya. Dari sini, ketika terjadi perceraian,
sementara keduanya sama-sama memberikan kontribusinya terhadap nafkah keluarga,

maka harta keluarga (gono-gini) dibagi secara merata di antara keduanya.”’
d. Tentang Anak

Dalam pasal 69, ditandaskan bahwa kewajiban orang tua mengasuh anaknya hanya
sampai batas ketika anaknya menginjak usia sepuluh tahun untuk anak laki-laki, dan 15
tahun untuk anak perempuan. Sehabis itu, orang tua tidak memiliki kewajiban apa pun lagi;
dalam arti, sang anak harus mencari penghidupan sendiri. Hanya saja, jika kondisi tidak
memungkinkan, pengadilan bisa memperpanjang masa pengasuhan hingga sang anak, baik

laki-laki maupun perempuan, telah melewati usia 18 tahun.?

Selain itu, dalam pasal 114, adopsi dipandang sebagai transaksi yang menciptakan
hubungan selayaknya antara ayah dan anak kandung (relationship of filiation). Konsek-
uensinya, anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, teru-

tama hak memperoleh warisan dan kewajiban berbakti dan menghormati orang tua.”’
e. Masalah Perwalian

Di Somalia, peran dan kewenangan wali dibatasi sedemikian rupa, sehingga, bisa
dikatakan, ketentuan hukum mazhab Syafi‘i telah ditinggalkan sama sekali. Wali memiliki
wewenang hanya untuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Dalam pasal 17, dinya-

takan bahwa wali sama sekali tidak boleh memaksa ataupun menolak untuk mengizinkan

24 Ibid., him. 258.
25 Ibid., 258-259.
26 Ibid., 260.

27 Ibid.
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pernikahan anak perempuan yang diasuhnya setelah menginjak usia 16 tahun. Jika sang wali
menolak, maka pengadilan berwenang untuk bertindak selaku wali dan melangsungkan
pernikahan selaras dengan yang diinginkan oleh anak perempuan tadi. Sementara untuk
perempuan yang sudah melewati usia dewasa, perempuan berhak untuk memutuskan dan

melangsungkan pernikahannya sendiri.

Maka, dalam pasal 19, untuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun, yang ber-
wenang menjadi wali adalah ayahnya. Ketika ayahnya tidak ada, maka ibu, kakek, kakak
laki-laki atau pamannya bisa menjadi walinya. Hanya saja, syaratnya, orang-orang ini harus
menginjak usia dewasa, berakal sehat dan berhati tulus. Jika semuanya tidak ada, atau tidak
ada seorang pun yang bersedia menjadi wali, atau juga berada jauh lebih dari 100 km dari
lokasi pernikahan, maka pihak pengadilan atau lembaga resmi negara lainnya berwenang

untuk bertindak sebagai wali pernikahan.
f.  Wasiat dan Waris

Bisa dikatakan, perubahan dalam dua poin tersebut sangat jauh dari ketentuan hukum
mazhab Syafi‘i yang dianut oleh masyarakat kebanyakan Somalia. Bahkan, perubahan ter-
sebut berbeda jauh dengan ketentuan tekstual yang terdapat dalam Alquran sendiri. Tidak
mengherankan, jika dua poin inilah yang paling ditentang oleh kalangan agamawan Soma-

lia.

Dalam pasal 141, wasiat kepada seorang ahli waris dianggap tidak sah, kecuali di-
setujui oleh ahli waris yang lain. Sementara untuk non-ahli waris, wasiat tidak boleh
melebihi 1/3 harta. Jika melebihi, maka wasiat dinyatakan tidak sah, kecuali jika ahli waris

menyetujuinya.”®

Selanjutnya, pasal 159 mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Mereka
adalah duda atau janda, anak dan cucu baik laki-laki ataupun perempuan, ayah, kakek, ibu,
nenek, saudara laki-laki dan perempuan baik yang sekandung, seayah ataupun seibu.” Ba-
gian masing-masing orang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: (1) Jika tidak ada mem-
iliki anak, maka janda atau duda menerima bagian % harta. Namun jika memiliki anak,
maka dia menerima bagian % harta. Jika jandanya lebih dari satu orang, maka bagian ¥ atau

Y tadi dibagi dengan rata. Ketentuan ini tertera pada Pasal 160 ayat 1; (2) Jika ahli waris

28 |pd., him. 260.
29 Ibid.
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yang ada terdiri dari duda atau janda, ibu dan ayah, maka dua/janda menerima bagian Y2
harta, sedangkan sisanya dibagi rata antara ayah dan ibu. Ketentuan ini tertulis pada Pasal
160 ayat 2; (3) Jika ahli waris yang ada hanya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka
dia berhak mendapatkan seluruh harta warisan. Jika lebih dari seorang, harta warisan dibagi
rata di antara mereka, terlepas dari jenis kelamin masing-masing. Sama halnya, ketika ahli
waris yang ada hanya cucu saja, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tertera pada Pasal
161; (4) Jika yang ada hanya ayah, maka dia mendapatkan seluruh harta warisan. Berbeda
jika ahli warisnya terdiri dari ayah dan anak/cucu, maka ayah berhak menerima bagian 1/6
harta, sementara sisanya diperuntukkan bagi anak/cucu. Ketentuan tentang ayah juga ber-
laku bagi kakek. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 162; (5) Jika hanya ibu saja yang ada,
maka dia berhak memperoleh seluruh harta warisan. Lain halnya jika ada anak atau cucu,
maka ibu memperoleh bagian 1/6, sementara sisanya diberikan kepada anak atau cucu. Ke-
tentuan tentang ibu juga berlaku bagi nenek. Hal ini diatur pada Pasal 163; (6) Jika yang ada
hanya seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka dia mendapatkan seluruh harta war-
isan. Namun jika lebih dari seorang, maka harta dibagi dengan rata, terlepas dari jenis ke-
lamin masing-masing. Lain halnya, jika, selain saudara laki-laki atau perempuan tadi, juga
ada kakek atau nenek, maka yang tersebut terakhir memperoleh bagian 1/6 harta, sedangkan
sisa harta warisan dibagi rata di antara saudara-saudara tadi. Ketentuan ini tertera dalam
Pasal 164.%

Tentang keterkaitan antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya, dalam pasal 167,
168 dan 169, ditegaskan bahwa ayah dan ibu sama-sama menghapus bagian (hijab) kakek
dan nenek. Dalam arti, masing-masing dari ayah dan ibu sama-sama bisa menghapus bagian
kakek dan nenek. Ayah, ibu dan anak/cucu bisa menghapus bagian saudara laki-laki dan
perempuan. Anak bisa menghapus bagian cucu. Selain itu, anak bisa mengurangi prosentase

bagian duda/janda, ayah atau kakek dan ibu atau nenek.*!

30 ypid., him. 260-161.
31 Ibid., him. 261-162.
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KOMENTAR SEPINTAS

Dari paparan di atas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, sebagaimana

disinggung oleh Tahir Mahmood, formulasi the Family Code 1975 memang cukup kompre-
hensif. Namun, di sisi lain, ia telah mengabaikan sama sekali ketentuan hukum mazhab
Syafi‘T dan --terutama dalam ketentuan waris-- ketentuan hukum yang tercantum dalam

Alquran.’> Kedua, beberapa pasal di antaranya, terutama tentang ketentuan waris, nampak

jelas bahwa acuannya memang bukan mazhab hukum Islam klasik ataupun aturan yang
tercantum dalam Alquran, melainkan apa yang disebut dengan “the First and Second Char-
ters of Revolution”, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 158.** Ketiga, meski terlihat
lebih maju serta akomodatif terhadap prinsip kesetaraan manusia, undang-undang ini,
menurut hemat penyusun, agak tercerabut dari akar tradisi Islam yang diterapkan oleh
masyarakatnya. Hal itu nampaknya lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan politik
pemerintah berhadapan dengan dunia global. Seperti telah disinggung di atas, Somalia,
waktu itu, berkiblat kepada Uni Soviet. Maka, menjadi logis, kiranya, jika kemudian
pemerintah Somalia berupaya untuk menyelaraskan sistem hukum dan perundangannya

dengan kebijakan politik globalnya itu.

Tiga hal inilah yang, menurut penyusun, menjadi faktor pembeda antara pembaruan
hukum keluarga di Somalia dengan di negara-negara muslim yang lain. Bila di negara-
negara muslim yang lain, pijakannya adalah tradisi hukum Islam klasik, maka di Somalia,
acuannya adalah arah kebijakan negara dan ketergantungannya kepada negara yang

dikiblatinya. Kalaupun basis tradisi tadi dilibatkan, itu hanya untuk persoalan tertentu saja.

Keterlepasan dari basis tradisi hukum Islam inilah yang menyulut konflik antara pen-
guasa dengan masyarakat, terutama kalangan agamawan. Konflik tersebut ternyata cukup
panas, karena masing-masing pihak sama-sama keras dan tidak mau mengalah. Pada 1975,
tatkala the Family Code 1975 baru saja diundangkan, kalangan agamawan langsung
melancarkan protes keras. Akibatnya, 10 orang tokoh agama ditangkap dan dihukum mati.
Kejadian yang sama, dengan jumlah korban mencapai ratusan, terulang pada 1989-1990.
Yang menjadi sumber ketidakpuasan mereka adalah “keberanian” pemerintah untuk
meninggalkan tradisi hukum Islam semata-mata untuk “memuaskan” negara adikuasa yang

dikiblatinya.

32 ypjd., him. 255.
33 Ibid., him. 260.
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PENUTUP

Akhirnya, penyusun bisa menyatakan, pembaruan hukum keluarga di Somalia sarat
dengan konflik kepentingan. Di satu pihak, pemerintah ingin “meraih hati” negara adikuasa
yang didukungnya, sementara, di pihak yang lain, masyarakat menginginkan tetap diterap-
kannya hukum Islam mazhab Syafi7 yang selama ini mereka anut. Namun, karena
keterbatasan literatur, penyusun belum mengetahui kelanjutan dari konflik yang berkepan-
jangan itu. Apakah the Family Code 1975 tetap berlaku ataukah diamandemen sesuai yang

diaspirasikan oleh masyarakat. e
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